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RINGKASAN LEGAL ANOTATION
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1. Hukum mestinya ditentukan dan dilaksanakan berdasarkan itikad yang otentik. Hal ini banyak dikaji dalam teori sosiolog hukum bahwa hukum bukan hanya peraturan, melainkan juga komitmen, perilaku, dan struktur sosial.

2. Analisa Dakwaan PU

· Jaksa Penuntut Umum (JPU) mendakwa terdakwa Muchdi Pr didakwa dengan Dakwaan Pertama menggunakan Pasal 55 ayat (1) Ke-2 KUHP Jo Pasal 340 KUHPidana.— dan Dakwaan Kedua Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP Jo Pasal 340 KUHPidana.---

· Perbuatan yang dilarang dan didakwakan kepada terdakwa adalah “membujuk atau menggerakkan orang lain (Pollycarpus Budihari Priyanto) untuk membunuh korban Munir secara berencana atau direncanakan”. Membujuk atau menggerakkan orang lain (uitlokker) melakukan tindak pidana, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Ayat (1) ke-2  KUHPidana jo Pasal 340 KUHPidana, menetapkan bahwa opzet (kesengajaan) bagi orang  yang  menggerakkan itu harus ditujukan pada "feit-nya atau pada tindak pidananya" yang dikehendaki dengan menggunakan cara-cara yang disyaratkan. Orang yang terbujuk juga harus dengan sengaja mewujudkan tindak pidana yang dikehendaki oleh orang yang menggerakkan. Hukuman antara penggerak (uitlokker) dengan orang yang tergerak melakukan tindak pidana (uitgelokte), diancam dengan hukuman yang sama.  

· Orang yang terbujuk (uitgelokte) beserta akibat-akibatnya dan harus mempunyai hubungan kausal, yaitu jika orang yang terbujuk telah mewujudkan delik yang dikehendaki oleh pembujuk. Mestinya ini yang dijadikan salah satu pertimbangan Majelis Hakim karena sudah memenuhi syarat objektif sebagaimana dimaksud oleh Lamintang (1990:610).  Ada dua syarat objektif yaitu: 

a. Perbuatan yang dilakukan oleh orang yang terbujuk harus menghasilkan suatu "voltoid delict" atau delik yang selesai" atau menghasilkan "strafbare poging atau percobaan yang dapat dihukum.

b. Tindak pidana (delik) yang dilakukan oleh orang yang terbujuk disebabkan karena telah terbujuk/tergerak oleh suatu uitlokker atau menggerakkan (pembujukan) dari orang  yang  membujuk  dengan menggunakan salah satu  cara yang disebutkan dalam Pasal 55 Ayat (1) ke-2 KUHPidana.

· Terdakwa Muchdi PR selaku penggerak/pembujuk seharusnya dibuktikan oleh JPU bahwa terdakwa betul-betul sengaja menggerakkan/membujuk Pollycarpus Budihari Priyanto dengan memakai cara-cara yang disyaratkan dalam Pasal 55 Ayat (1) ke-2 KUHPidana. Namun, di antara syarat-syarat yang dapat digunakan dalam uitlokker, ada dua syarat yang perlu diperhatikan karena dapat menimbulkan penafsiran lain, yaitu:

a. Penggunaan "kekerasan atau ancaman kekerasan". Menurut Lamintang (1990:614) "penggunaan kekerasan atau ancaman kekerasan itu sifatnya tidak boleh sedemikian rupa, sehingga orang yang tergerak untuk melakukan tindak pidana berada di dalam overmacht". Maksudnya, apabila orang yang digerakkan untuk melakukan tindak pidana berada dalam kondisi overmacht, maka perbuatannya menjadi tidak dapat dipertanggungjawabkan pada dirinya (niet-toere kenbaar). Dengan demikian, tidak ada uitlokker tetapi membuat orang lain melakukan tindak pidana (doen plegen).

b. Penggunaan "menyalahgunakan kekuasaan". Cara ini dapat timbul salah penafsiran, apakah seorang atasan dapat disebut "menyalahgunakan kekuasaan" apabila memberikan perintah kepada seorang bawahannya untuk melakukan suatu tindak pidana. Menurut Simons (Lamintang, 1990:615): "penyalahgunaan kekuasaan itu menunjukkan adanya sifat membawahi orang yang digerakkan dari orang yang membujuk untuk melakukan suatu tindak pidana". Yang terpenting adalah orang yang  menggerakkan itu "menyalahgunakan kekuasaannya" dengan memerintahkan bawahannya melakukan tindak pidana yang berkaitan dengan pekerjaan dan kekuasaannya.

3. Pembuktian pada pemeriksaan perkara pidana adalah pembuktian secara materiil, sehingga bukan hanya penuntut umum yang aktif menelusuri kebenaran alat bukti, tetapi juga hakim harus aktif menemukan kesalahan terdakwa berdasarkan alat bukti yang ada sebagaimana teori pembuktian dalam peradilan pidana Indonesia yaitu pembuktian menurut undang-undang secara negatif yang diwujudkan dalam Pasal 183 KUHAP bahwa untuk menentukan kesalahan terdakwa agar dapat dijatuhi pidana, harus ditunjang oleh sekurang-kurangnya dua alat bukti sah dan hakim menyakini kebenarannya. 

4. Alat bukti Keterangan Saksi sebanyak 16 orang, 4 orang saksi verbalilisant (verbalis), dan 2 orang saksi yang meringankan. Keterangan Ahli 3 orang, Keterangan Ahli yang meringankan. 
5. Alat bukti “Surat” terdiri dari; Surat Keterangan PT. Artha Putri Mandiri Nomor SKT/BAR/003/ST/VII/2008, tanggal 17 Juli 2008 yang menerangkan mengenai hasil temuan data dan dokumen sehubungan dengan kasus Munir; Surat Badan Intelijen Negara (BIN) kepada Direktur Utama PT. Garuda Indonesia tertanggal,,,, Juli 2004 perihal Rekomendasi Personal Tim Pengamanan Internal atas nama Pollycarpus BHP, Jabatan Pilot Airbus A-330, Nip 522659, Hasil Kloning dari Hard Disk yang diproduksi Seagate ST-320014-A Nomor Seri 5-JZEZ-5 SE Computer Deputi V BIN; Surat Daftar Nama dan Nomor Telpon yang diketik dari HP milik terdakwa hasil kloning dari Hard Disk Computer Deputi V BIN, di mana terdapat salah satu nama Poly dengan nomor HP 08159202267; Buku Kas Kwarta yang berisikan Catatan pengeluaran Keuangan Budi Santoso selaku Direktur 5.1 Deputi V BIN tertulis “AP de V” tanggal 14 Juni 2004 senilai Rp. 10.000.000,-  saldo Rp. 7.250.000; Draft Proposal Penulisan Disertasi milik almarhum Munir dengan judul “Pelanggaran HAM sebagai pilihan politik rezim militer dan tantangan perubahan politik serta implikasinya” (studi atas praktik penghilangan orang dan peran politik militer di Indonesia) Denhag, tertanggal 11 Februari 2004 dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris; Putusan Mahkamah Agung No. 109 PK/PID/2007 atas nama terdakwa Pollycarpus Budihary Priyanto yang Amar putusannya mengabulkan Permohonan Kembali (PK) yang diajukan pemohon PK, yaitu Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat.
6. Alat bukti surat tidak bermakna, karena pembenaran keterangan saksi dan keterangan ahli yang tidak mendukung adanya kesalahan terdakwa. Selain itu, ada 4 orang saksi (keterangan saksi) yang mengingkari keterangannya yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) polisi. Mestinya Majelis Hakim melakukan upaya maksimal untuk membuktikan kesalahan terdakwa dengan memperhatikan 4 orang saksi verbalis (penyidik) yang memeriksa saksi yang mengingkari keterangannya, bahwa ia tidak pernah menekan secara psikis dan fisik saat keempat saksi diperiksa saat penyidikan.
Majelis Hakim mestinya berinisiatif memerintahkan penyidik (kepolisian) untuk menyidik menahan ke-4 orang saksi yang mengingkari keterangannya yang ada dalam BAP, karena diduga “telah memberikan keterangan palsu di atas sumpah di depan sidang pengadilan”, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 242 Ayat (1) KUHPidana tentang sumpah palsu (larangan seorang saksi di atas sumpah memberikan keterangan palsu di depan sidang pengadilan) dengan ancaman pidana penjara paling lama tujuh tahun. 

Unsur-unsur Pasal 242 KUHPidana, adalah:

1) Sengaja memberikan keterangan di bawah sumpah yang tidak benar.

2) Keterangan diberikan secara lisan atau tulisan.

3) Keterangan yang diberikan itu bertentangan dengan apa yang dilihat, didengar atau dirasakan, serta mendiamkan kalau keterangannya itu sebenarnya palsu.        

Akan tetapi, untuk menerapkan Pasal 242 ayat (1) KUHPidana harus tetap memperhatikan ketentuan Pasal 174 KUHAP, sebagai berikut:

1) Apabila keterangan saksi di sidang disangka palsu, hakim ketua sidang memperingatkan dengan sungguh-sungguh kepadanya supaya memberikan keterangan yang sebenarnya dan mengemukakan ancaman pidana yang dapat dikenakan kepadanya apabila ia tetap memberikan keterangan palsu.

2) Apabila saksi tetap pada keterangannya, hakim ketua sidang karena jabatannya atau atas permintaan penuntut umum atau terdakwa, dapat memberikan perintah supaya saksi itu ditahan untuk selanjutnya dituntut perkara dengan dakwaan sumpah palsu.

3) Dalam hal yang demikian, oleh panitera segera dibuat berita acara pemeriksaan sidang yang memuat keterangan saksi dengan menyebutkan alasan persangkaan, bahwa keterangan saksi itu adalah palsu dan berita acara tersebut ditandatangani oleh hakim ketua sidang, serta panitera dan segera diserahkan kepada penuntut umum untuk diselesaikan menurut ketentuan undang-undang ini.

Jika perlu hakim ketua sidang menangguhkan sidang dalam perkara semula sampai pemeriksaan perkara pidana terhadap saksi itu selesai.
7. Apabila pengingkaran keterangan saksi karena takut pada terdakwa yang mantan atasan, Majelis Hakim dapat mengikuti ketentuan Pasal 173 KUHAP, bahwa Hakim Ketua Sidang dapat mendengar keterangan saksi mengenai hal tertentu tanpa kehadiran terdakwa, untuk itu ia minta terdakwa keluar dari ruang sidang, akan tetapi sesudah itu pemeriksaan perkara tidak boleh diteruskan sebelum kepada terdakwa diberitahukan semua hal pada waktu ia tidak hadir.

Pasal 173 KUHAP membolehkan Majelis Hakim melakukan pemeriksaan terhadap saksi yang mengingkari keterangannya dalam BAP tanpa kehadiran terdakwa Muchdi PR dengan cara mengeluarkan terdakwa dari sidang. Maksud dari pemeriksaan saksi tanpa kehadiran terdakwa (Penjelasan Pasal 173 KUHAP) adalah, untuk menetralisir perasaan tertekan atau tidak bebas memberikan keterangan apabila terdakwa tetap hadir di ruang sidang. Jika pemeriksaan saksi telah selesai, terdakwa kembali dihadirkan di ruang sidang dan Ketua Majelis Hakim menjelaskan isi keterangan saksi, dan terdakwa tetap diberikan kesempatan untuk menanggapi keterangan saksi.
8. Sebagai perbandingan diuraikan dua contoh kasus penerapan Pasal 242 Ayat (1) KUHPidana jo Pasal 174 KUHAP karena saksi mengingkari keterangannya, yaitu: Hakim Pengadilan Negeri Makassar pada tahun 1994 memerintahkan kepada polisi untuk menahan salah seorang saksi “kasus Karunrung” (pembunuhan terhadap satu keluarga di Kelurahan Karunrung, Makassar) yang mengingkari keterangannya di depan sidang pengadilan dengan alasan ditekan secara psikis dan fisik oleh penyidik saat diperiksa. Hakim Ketua meminta kepada Jaksa Penuntut Umum pada sidang berikutnya menghadirkan penyidik yang memeriksa saksi (saksi verbalis). Ternyata, setelah dikonfrontir di depan sidang pengadilan antara saksi yang mengingkari keterangannya dengan penyidik (saksi verbalis), hakim yakin bahwa penyidik tidak melakukan penyiksaan atau tekanan psikis atau fisik terhadap saksi saat diperiksa, sehingga Hakim Ketua memerintahkan polisi agar menahan saksi dan memprosesnya karena diduga melanggar Pasal 242 ayat (1) KUHPidana. Akhirnya, saksi bersangkutan lebih dahulu dijatuhi pidana penjara satu tahun tiga bulan sebelum terdakwa pada perkara pokok dijatuhi pidana
9. Mengenai alat bukti petunjuk, dalam Surat Tuntutan JPU telah diuraikan beberapa fakta yang terungkap di sidang pengadilan yang seharusnya dijadikan sebagai “petunjuk” oleh Majelis Hakim, sebagaimana dimaksud Pasal 188 Ayat (2) KUHAP, antara lain:

1) Saksi Pollycarpus dengan Terdakwa sebetulnya saling mengenal dan sering berkomunikasi sejak Juni 2004. Hal ini sesuai keterangan saksi Budi santoso, Zondi Anwar, dan Arifin Rachman yang mengetik daftar nama dan nomor telepon (HP) milik terdakwa dalam komputer yang terdapat nomor HP saksi Pollycarpus.

2) Pada bulan Juni 2004 saksi Pollycarpus mendapat surat rekomendasi dari BIN perihal penugasan Pollycarpus sebagai Corporate Security yang ditandatangani Wakil Ketua BIN, dan ditujukan kepada Dirut PT. Garuda Indonesia. Surat ini dikuatkan kebenarannya oleh saksi Indra Setiawan, serta dikuatkan lagi melalui surat BIN kepada Dirut PT. Garuda Indonesia pada bulan Juli 2004 perihal Rekomendasi Personil Tim Pengamanan Internal atas nama Pollycarpus.

3) Keterangan terdakwa Muchdi PR bahwa pada tanggal 28 Maret 1998 diangkat menjadi Komandan Jenderal Kopasus, dan ada bawahannya Kolonel Inf. Chariawan (Komandan Grup-4 Kopasus). Menurut keterangan saksi Djasrin Marin (Danuspom) bahwa pada tahun 2002 pernah memeriksa anggota Kopasus terkait Operasi Mawar yang berada di bawah kendali Komandan Grup-4 Kopasus, bahwa pernah melakukan penculikan sejumlah aktivis, antara lain Haryanto Taslam, Desman Mahesa, Nezar Patria, dan Mugiarto.

Berdasarkan alat bukti “keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa” di atas, mestinya dijadikan pertimbangan oleh Majelis Hakim sebagai alat bukti “petunjuk” karena sudah jelas alat bukti tersebut merupakan perbuatan, kejadian atau keadaan yang bersesuaian satu dengan yang lain kalau terdakwa Muchdi PR terlibat dalam pembunuhan Munir sesuai dakwaan JPU. Artinya, Majelis Hakim dapat meyakininya sebagai “petunjuk” atas pembunuhan itu dan menunjukkan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa terdakwa memiliki motif dan terlibat sebagai pelaku yang menggerakkan Pollycarpus untuk membunuh Munir

.

